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[bookmark: _Toc201351824]A. 	Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap peran bagian Samapta dalam penanganan peristiwa unjuk rasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. [bookmark: _Toc201351825]Peran Bagian Samapta dalam Penanganan Unjuk Rasa
Peran bagian Samapta dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Peran tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama, yaitu peran preventif, represif, dan edukatif. Peran preventif dimulai sejak tahap pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 14 UU Nomor 9 Tahun 1998, meliputi penerimaan dan verifikasi pemberitahuan, koordinasi dengan instansi terkait, serta persiapan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
Peran represif bagian Samapta didasarkan pada Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998 yang memberikan kewenangan untuk membubarkan unjuk rasa dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti penggunaan kekerasan, gangguan ketertiban umum, atau pelaksanaan di tempat-tempat terlarang. Peran edukatif dilaksanakan melalui sosialisasi peraturan dan pembinaan masyarakat tentang tata cara pelaksanaan unjuk rasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketiga peran tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan proporsional dengan tetap menghormati hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Bagian Samapta tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang memungkinkan pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan aman, tertib, dan bermartabat.
2. [bookmark: _Toc201351826]Tantangan yang Dihadapi Bagian Samapta
Bagian Samapta menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan unjuk rasa. Tantangan utama meliputi kompleksitas interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, terutama terkait konsep "mengganggu ketertiban umum" yang masih menimbulkan interpretasi beragam dalam praktik lapangan.
Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah personel bagian Samapta di beberapa daerah masih terbatas dibandingkan dengan frekuensi dan skala unjuk rasa yang terjadi. Hal ini diperparah dengan kebutuhan pelatihan berkelanjutan dan tekanan psikologis yang dihadapi personel dalam melaksanakan tugasnya.
Koordinasi antar instansi juga menjadi tantangan signifikan, di mana seringkali terjadi miskomunikasi atau kurangnya sinergi antara kepolisian dengan instansi lain yang terlibat dalam penanganan unjuk rasa. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah melahirkan bentuk-bentuk unjuk rasa baru yang belum terakomodasi dengan baik dalam ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998.
3. [bookmark: _Toc201351827]Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia
Implementasi prinsip hak asasi manusia dalam pengamanan unjuk rasa oleh bagian Samapta telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, implementasinya dalam praktik lapangan masih menghadapi berbagai kendala.
Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan masih menjadi tantangan, terutama dalam menentukan tingkat kekuatan yang sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Prinsip non-diskriminasi telah diupayakan melalui perlakuan yang sama terhadap setiap penyelenggara unjuk rasa, namun masih ditemukan kesan adanya perbedaan perlakuan terhadap kelompok-kelompok tertentu.
[bookmark: _Toc201351828]B. 	Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. [bookmark: _Toc201351829]Bagi Kepolisian
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polri perlu meningkatkan kapasitas personel bagian Samapta melalui pelatihan berkelanjutan tentang hak asasi manusia, teknik pengamanan massa yang proporsional, komunikasi efektif dengan masyarakat, dan penanganan situasi krisis. Pelatihan ini harus dilakukan secara rutin dan melibatkan ahli HAM serta praktisi yang berpengalaman.
Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Polri perlu mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dalam penanganan unjuk rasa. Sistem ini harus mencakup early warning system, sistem komunikasi terintegrasi, dan database yang dapat diakses oleh unit-unit terkait.
2. [bookmark: _Toc201351830]Bagi Masyarakat
[bookmark: _Toc201351831]Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pelaksanaan unjuk rasa sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, diskusi publik, dan pendidikan hukum kepada masyarakat.
3. [bookmark: _Toc201351832]Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian Empiris Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi peran bagian Samapta di lapangan. Penelitian dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan personel Samapta, penyelenggara unjuk rasa, dan masyarakat.
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